Bagian Empat:
pan Lagi Hak Riau tidak
Dipolitisir?



-kanan IMF dan “Manipulasi”
APBD Riau

4112 Moneter Internasional IMF) nampaknya sangat
menekan pemerintah Indonesia untuk mengubah
1 2001 yang telah dianggarkan, khusus mengkaji ulang
perimbangan yang mencapai Rp. 81,6 triliun. Ini
ian untuk mengantisipasi defisit APBN, yang telah
irah pada masalah yang sangat serius bagi keuangan
.. Meskipun masih ditentang oleh pemerintah Indone-
unun ketergantungan terhadap pencairan hutang
i 400 juta dolar AS pada IMF, “gertak sambal” In-
ia nampaknya sulit mencapai hasil yang optimal.
‘Gimasi pemerintah Indonesia di mata internasional,
ng sedang disorot tajam. Akibatnya, berbagai asumsi
dibuat untuk menyusun APBN menjadi buyar.
<iva nilai tukar rupiah menyebabkan defisit anggaran
engkak. Dengan kurs Rp. 9000 per dolar AS saja,
anggaran telah mencapai Rp. 28,389 triliun. Saat ini,
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tupiah malah telah melonjak menjadi Rp. 10.815 per
1AS-nya. Artinya, koreksi terhadap APBN makin
ajam.
salusi yang mungkin dilakukan pemerintah nampaknya
4t terbatas, yakni mengurangi dana pembangunan,
goptimalkan penerimaan, meningkatkan pembiayaan
1%, dan yang paling tidak populer bagi daerah yang
11 re-review dana perimbangan. Tekanan IMF justru
garah pada solusi yang tidak populer itu.
Lantas, bagaimana Riau seharusnya menangani masalah
but? Dalam kacamata pusat, Riau menjadi salah satu
s perhatian, di samping Irian Barat. Entah dari mana
iusnya”, Riau dianggap menerima dana perimbangan,
usnya DAU yang lebih tinggi kebutuhannya. Mungkin
drintah pusat memandang dari besarnya dana dari bagi
SDA yang diperoleh Riau. Atau cara pandang pusat
juga berubah, bahwa Riau masih belum membutuhkan
1han yang banyak memerlukan dana. Ini terjadi akibat
itungan bobot pembagian DAU, memang hanya
satkan pada variabel-variabel statis yang sangat tidak
suntungkan Riau.

\nchnya, di tengah hiruk-pikuk tersebut, di Riau justru
di gonjang-ganjing dalam penyusunan APBD. Isu
\pulatif merebak, dan masyarakat menjadi terbelalak
tamati perilaku dan birokrasi wakil-wakil mereka.
i membutakan diri terhadap apa yang sedang dihadapi
lialami bangsa ini, atau memang kemampuan melihat
‘pan yang telah menjadi buta oleh kepentingan pribadi
:clompoknya.

’¢lum tentu dana yang tercantum di atas kertas tersebut



eedey

Y

15

dimiliki secara nyata. DPRD dan aparat birokrasi
»erlomba-lomba untuk menyusun anggaran sesuai
dan kehendak mereka sendiri. Bahkan, diindikasikan
lanva mark up dan manipulast, sehingga ditemui adanya
ran pembangunan kantor yang mencapai Rp. 6 miliar
146 berubahnya berbagai mata anggaran yang tidak
1. {lengan aspirasi masayarakat atau kesepakatan
)1t sendiri.

I#'baiknya ke depan, kita saling mengetuk hati nurani.
» konsistensi sebagaimana yang dianjurkan dalam ilmu
ansi, sebaiknya dipegang teguh. Dalam prinsip
ut disarankan untuk tidak membukukan keuntungan
¢lum nyata. Apalagi menganggarkan hal yang belum
crsebut untuk sebuah kerja pemborosan. Banyak
yang seharusnya dipertimbangkan, sehingga Riau
‘erjcbak dalam eforia dan penghambur-hamburan
disyat.

lz% satunya adalah dengan mencermati perkembangan
' elconomi Indonesia dan implikasinya terhadap
U, serta dampaknya terhadap sumber-sumber
maan APBD dan aspek pengeluarannya.

eskipun akan terdapat kenaikan dalam berbagai
maan negara dan anjloknya nilai tukar rupiah, namun
akan mengkompensasi adanya kenaikan dalam
\eran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran
wigunan. Secara nominal, DAU dapat saja meningkat.
saja akibat adanya kenaikan inflasi, kenaikan tersebut
£an mampu menopang kebutuhan pembangunan
liancang di daerah. Pemerintah pusat akan semakin
»ungan, jika kebutuhan daerah dipenuhi melalui
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1bengkakan dana perimbangan.

Viuaranya tentu akan terjadi tarik-mernarik yang makin
ng antara pusat dan daerah. Ini, secara politik merupakan
15er konflik yang justru semakin mendistorsi
4inpuan melakukan pembangunan.

Jauh dari pada yakin, para birokrasi dan wakil-wakil
at vang “ngendon” di DPRD, akan memiliki kepedulian
adap krisis yang terjadi maupun yang akan terjadi akibat
{#an di atas. Buktinya, pendekatan yang digunakan
m menyusun APBD masih menggunakan paradigma
, tanpa memperhatikan asumsi-asumsi yang masuk akal.
<an, nuansa KKN-nya makin menyeruak. Sepertinya ada
‘5 gaan melakukan moral hazard dengan berselindung
ik celah-celah konstitusi. Saling berebut dan saling sikut
i kepentingan pribadi dan kelompok, sepertinya tidak
1 dipertontonkan kepada masyarakat banyak.

llebih menyedihkan lagi, gubernur seperti “ditipu
tzh-mentah”, sehingga terlanjur menandatangani SK-
') vang diduga mengandung unsur-unsur manipulatif.
nzsuk “mengaminkan” pos-pos pengeluaran di
ag2i dinas dan instansi yang cenderung boros. Padahal,
tu sisi berbagai persoalan yang berkembang di tengah-
ah masyarakat dalam suasana krisis menggelembung
menajam ke arahnya, yang bila tidak dicarikan solusinya
wrhijaksana akan menjadi “panah beracun” penghambat

isesan kepemimpinan pelaksanaan pembangunan di

>¢baiknya di masa yang akan datang, dalam penyusunan
‘D dilakukan secara bertahap. Pertama, DPRD
cundang beberapa ahli untuk mendengarkan berbagai
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tor makro ekonomi yang terjadi saat ini dan mencari
a0 dinamika mikro ekonomi yang ada di Riau.
1suk memantau segala aspek sosial kemasyarakatan
serkembang, Kedua, menyusun asumsi-asumsi yang
dicunakan untuk menentukan formulasi dan
katan penyusunan APBD dengan memperhatikan
sanduk pembangunan Riau (saat ini di Riau populer
\Licbagai Lima Pilar Pemacu Pembangunan Rian).

#zza, melakukan justifikasi berdasarkan segala
ran perundang-undangan yang berlaku. Ini diperlukan
menghindar terjadinya “tabrakan” antara proses, hasil
“tentuan yang berlaku. Keempat, menentukan skala
25 jangka pendek (satu tahun) sebagai pedoman
sunan proyek pembangunan. Ke/ima, meminta
¥ dan Bappeda memformulasikan proyek-proyek
i1 pembangunan melalui koordinasi instansi di jajaran
wtif. Keenam, melakukan diskusi terbuka dengan
;4 komponen masayarakat tertentu (yang memahami
‘2 penyusunan anggaran) agar diperoleh masukan-
an.

/b, mematangkannya di DPRD melalui mekanisme
ar, Pansus, dan apapun namanya sub-institusi yang
i DPRD. Proses ini dilakukan untuk menguji
nisasi, kewajaran dan relevansi setiap sektor dan item
Waran maupun pemasukan. Kedelgpan, mendiskusikan
1l dengan pihak eksekutif yang ditugasi untuk
1zani masalah APBD. Terakhir, mengambil keputusan
lan secepat mungkin mensosialisasikannya agar
iralat mendengar dan memperoleh informasi tentang
ara akurat.¥**
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PBD Riau: “Menggantang Asap”
Desentralisasi Fiscal?

S¢jak didengungkannya otonomi daerah di Indonesia,
vk orang mengkhawatirkan dampaknya. Setelah sekian
i terkungkung oleh sistem yang sangat sentralistik,
15an daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sangat
1. Termasuk pula keikhlasan pusat untuk berbagi
zsaan dengan daerah, masih jauh dari yang diisyaratkan
san terselenggaranya otonomisasi itu sendiri. Sistem
ralistik yang coba diungkai oleh UU No. 22 Tahun 1999
U7 No. 25 Tahun 1999, ternyata menghadapi kendala
clua sisi tadi. Tarik-menarik antara pusat dan daerah
@hin memunculkan terbukanya peluang disintegrasi
Sa.
Resep otonomi daerah yang pada awalnya dianggap
Jur untuk mempertahankan bangunan negara Indone-
serubah menjadi semacam minuman yang memabuk-
Indonesia sepertinya makin “teler”. Pada level daerah,
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<ratisasi berubah menjadi arogansi dan reformasi
\zsan. Sehingga, secara de facto Indonesia sepertinya
enggelam dan kehilangan marwah. Pada level pusat,
kesimpang-siuran akibat perebutan kekuasaan yang
erpegang pada etika politik dan moral berbangsa.
dak sulit untuk mencari bukti terjadinya kondisi di
alah satunya yang sekarang sedang hangat di Riau
proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
1 {APBD), khususnya pada level pemerintah propinsi.
utif sepertinya tidak pernah kehilangan kesempatan
menjadi penentu utama dalam alokasi anggaran.
gkan legislatif, secara masif ingin menunjukkan
annya dengan dalih reformasi. Rakyat yang seharusn-
172cli dasar berpikir dari segala tindakan dan metoda
\[pan anggaran, tetap saja terpinggirkan.
(#2 satu sisi, justru terjadi ketidaksinkronan ini, di
hanyak dari sumber-sumber keuangan yang seharus-
1suk ke kas daerah, belum dapat terdeteksi dengan
¢suai dengan makna yang diimplementasikan UU No.
10 1999, maka perlu ditindaklanjuti dengan adanya
ralisasi fiskal. Untuk itulah perlu diterbitkan UU No.
win 1999 agar pelimpahan wewenang dari pusat dan
1 juga diikuti oleh anggaran untuk membiayainya.
alarn RAPBD yang diajukan oleh eksekutif di propinsi
‘1lihat sisi pendapatan ini belum terdeteksi dengan
\rtinya, sumber-sumber pendapatan daerah tidak
diprediksi secara akurat, sehingga desentralisasi fiskal
scperti “menggantang asap”. Harapan akan
lirnya dana ke daerah berdasarkan UU No. 25 Tahun
ternyata belum sesuai dengan yang direncanakan.
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alzhan tidak hanya terletak pada pemerintah pusat.
«erintah daerah juga terlihat kurang antisipatif.
Pemerintah pusat memang masih memainkan peranan
;sangat besar dalam menentukan dana yang akan
kasikan ke daerah, baik melalui bagi hasil SDA, Dana
<as1 Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
masuk PAD yang masih diatur secara ketat melalui
“inpurnaan UU No. 18 Tahun 1997. Sistem informasi
11gan negara masih belum memungkinkan bagi daerah
'k mengetahui secara pasti berapa sebenarnya bahagian
1h yang seharusnya mereka terima. Pemerintah pusat
mengendalikan hal ini secara sentralistik. Departemen
d4nan ternyata belum memiliki formula yang mampu
unjukkan kepada daerah secara transparan tentang be-
iumnlah dana yang semestinya mereka terima. Meski
‘r mulasi yang dapat dipakai, ego sektoral antar depar-
‘il menyebabkan formulasi itu tidak dapat diterapkan.
iS¢ khawatiran pusat terhadap kehilangan kesempatan
grasai sumber-sumber keuangan negara menyebabkan
a2 otonomi daerah menjadi semakin kabur. Wacana
\omi yang sudah merasuk di tengah-tengah masyarakat,
\ akhirnya menimbulkan kecurigaan bahwa itu hanya
1pakan jargon-jargon belaka sebagaimana yang selama
+jadi pada masa pemerintahan Orba. Mengingat masih
(@knya aturan main yang harus dibuat untuk
wiluskan implementasi otonomi daerah dan aturan-
i1 tersebut tidak juga muncul, dan kalaupun muncul
u malah bersimpangan pula dengan aturan induknya,
vebabkan rakyat dan pemerintah di daerah mempunyai
¢psi dan interpretasi sesuai dengan kemauan dan



apuannya. Kondisi ini jelas akan menimbulkan distorsi
‘r£apainya tujuan otonomi daerah itu sendiri.
da level pemerintah daerah, nampak adanya kebi-
26 dlalam mengantisipasi otonomi daerah, mengingat
1 ini data yang dimiliki sangat terbatas. Pemerintah
51 misalnya, dalam RAPBD yang diajukan ke DPRD,
belum dapat mencantumkan nilai dari beberapa
+ pendapatan yang akan diperoleh sebagaimana yang
lipariskan oleh UU No. 25 Tahun 1999. Kalaupun
ng sudah dicantumkan, dasar fikirnya hanyalah atas
ng telah ditetapkan pemerintah pusat dan atas dasar
12 telah diperoleh pada tahun sebelumnya, serta hanya
(¢ pada aturan-aturan lama yang semestinya sudah
dinibah.
cla pos pendapatan untuk Iuran Hak Pengusahaan Hu-
1#H) dalam RAPBD propinsi Riau, masih terlihat
#igkan. Dalam keterangannya dicantumkan bahwa
nean IHPH dari pemerintah pusat untuk propinsi
akan PP No. 22 Tahun 1967 jo PP No. 21 Tahun
Sedangkan pada pos Pendapatan Propinsi Sumber
lutan (PSDH) propinsi Riau, diperkirakan akan
croleh Rp. 15 miliar. Formulasi kedua sumber penda-
ni dalam UU No. 25 Tahun 1999 sebenarnya sudah
«clas. Pemerintah propinsi seharusnya menerima 16
#ari IHPH dan PSDH. Seandainya jumlah keduanya
sctor ke daerah Riau ke kas negara dapat diketahui

10l tentunya dapat dibuat secara akurat.
anya saja antisipasi masalah ini kurang agresif

<an. Pemerintah daerah tidak memiliki data yang pasti
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iyangkut masalah kehutanan. Peta kehutanan yang akurat
<« pernah ada. Dan perlu diingat bahwa pada masa Orba
. kchutanan, tidak sama dengan peta administrasi
\¢rintahan. Akibatnya, data konkrit dari hasil yang
1as dari daerah ini dari sektor kehutanan tidak pernah
Bclum lagi data hasil kehutanan yang lalu lalang dan
‘Tuluhlantakkkan” jalan-jalan di Riau, juga tidak
cicksi dengan baik. Keadaan ini menyulitkan Riau untuk
ientukan berapa sebenarnya dana reboisasi yang
torkan wilayah ini ke pusat.
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1997 sebanyak 40 persen
| eboisasi harus dikembalikan ke daerah sebagi Dana
<as1 Khusus (DAK). Dalam RAPBD propinsi Riau,
45 penerimaan dana tersebut tidak dapat dicantumkan.
dilihat dari kepentingannnya, maka Riau layak
dapat dana reboisasi melebihi 70 persen, mengingat
si-hutan di Riau yang sudah pada gundul.
o5 pendapatan lain yang juga tidak dapat dipantau
0 baik adalah Turan Tetap Pertambangan (land-rent).
45 propinsi dari sumber ini berdasarkan pasal 6 ayat 5
No. 25 Tahun 1999 adalah 16 persen. Hanya saja,
gkin data konkrit mengenai pertambangan ini belum
¢ diformulasikan secara baik oleh pemerintah propinsi,
100a bargainig position ke pusat tidak dimiliki untuk
¢ajukan berapa sebenarnya daerah ini harus mendapat-
1211 dari sumber ini. Bahkan sumber pendapatan dari
lt1 hanya dicantumkan Rp. 9 miliar. Padahal,
‘crukan pasir laut Kepri sudah menjadi-jadi, dan 16
-5 itu seharusnya sudah menjadi hak propinsi.
{asil dari pertambangan Migas, juga mengalami hal



:1na. Jumlah Rp. 550 miliar dalam RAPBD, tentunya
dipertanyakan. Mengingat sumber pendapatan ini
akan sumber terbesar dan vital yang dihasilkan Riau.
propinsi dari sumber pendapatan ini berdasarkan
25 Tahun 1999 pada pasal 6 adalah sebesar 3 persen
Minyak Bumi dan 6 persen untuk Gas Alam.
ntah daerah harus secara gigih mengejar data-data
t tentang hasil yang diperoleh kedua sumber ini, agar
cialu kecolongan oleh pemerintah pusat. Pada era
ni, tidak ada lagi kata menunggu, karena itu hanya
1cnyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh
it SDA yang dikuras dari Riau.
rhasuk untuk pos-pos penerimaan dari Bagi Hasil
(31 1P), yang terdiri dari dua sumber, yakni PBB dan
I5. Masih banyak sumber-sumber dari kedua pos ini
rsembunyi atau malah sengaja disembunyikan. Peme-
lacrah harus menggali secara cermat sumber penda-
lazi sektor ini, khususnya pada perusahaan-perusahaan
4ro beroperasi di Riau. Berapa sebenarnya PBB yang
iator oleh perusahaan-perusahaan minyak yang ada
- sclama ini hanya diketahui oleh Pertamina dengan
PPajak perlu segera diklarifikasi.
umun demikian, penerimaan dari sektor ini menurut
. 25 Tahun 1999 bukan lagi menjadi hak propinsi.
arkan pasal 6 ayat 2 dan 3 penerimaan dari PBB
« 90 persen, dan 80 persen dari BPHTB menjadi hak
atau kabupaten/kota. Dengan merujuk pada UU
Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994 RAPBD
s Riau masih mencantumkan penerimaan dari PBB

r Bp. 33,3 miliar. Demikian pula untuk BPHTB
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szn merujuk pada UU No. 21/1997 pos penerimaan
n4sth dicantumkan sebsar Rp 15 miliar.
Uacla bagian penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah,
45 puan untuk menciptakan sumber-sumber keuangan
' bagi propinsi, memang tidak terlihat. Peraturan daerah
n baru untuk mengkatrol pendapatan ini memang tidak
ak. Mungkin karena DPRD Propinsi lebih disibukkan
pe rsc?alnn “Koperasi Kebun Sawit” upaya penggalian
) scjalan dengan momentum otonomi daerah belum op-
| dilakukan. Termasuk aturan-aturan lain untuk mendu-
: peneriamaan dari pos-pos PAD, sehingga pungutannya
I febih ditingkatkan. Proses otonomi daerah sebenarnya
1% menuju kemandirian daerah. Untuk itu, adanya
aban dana dari SDA sebaiknya diupayakan untuk
dorong tercapainya kemandirian daerah. Ini menuntut
[kiran yang konsepsional dan sistematis, sehingga
{rahan daerah memang benar-benar dapat diciptakan.
1 akhirnya diharapkan mampu mengangkat PAD.
Perlu dicermati bahwa pendapatan daerah dari pos laba
sahaan milik daerah diperkirakan tidak hanya akan
galami peningkatan, tetapi juga kemunduran. Laba
) Riau sebesar Rp. 6,8 miliar harus dilihat dengan hati-
P"2da era desentralissasi fiskal mendatang diperkirakan
1 mengalir dana dari pusat ke daerah mencapai Rp. 6
v Berdasarkan aturan yang ada, dana tersebut harus
'l BPD, baru dicairkan ke pihak lain. Ini berarti, BPD
1 akan mendapat kelimpahan dana yang sangat besar,
un bukan berarti tanpa biaya.
5ila Rp. 1 triliun saja dari dana tersebut “ngendon” di
), maka bank tersebut harus memutar otaknya untuk
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i3 sumber dari cost of fund yang ditimbulkannya.
13 reserve requirement sebesar 10 persen, maka akan
at sekitar Rp. 900 miliar /oanable fund di BPD Riau
2cla pendapatan dalam bentuk bunga pinjaman.

= gampang bagi BPD Riau dalam suasana krisis

_ntuk mencari sektor riil yang akan menerima
an tersebut dengan resiko rendah. Artinya,
;-;}\z nan terjadinya negative spread di BPD Riau sangatlah

in dan harapan pemerintah daerah untuk
..... atkan bagi hasil laba BPD akan men]adl mimpi

ayangkan jika dana yang sempat “ngendon”
pai Rp. 3 triliun, berapa beban bunga yang harus
it 'oleh BPD Riau? Bila tidak ada kebijakan yang
\onal menghadapi itu, maka “bangkrutnya” BPD
anyalah menunggu waktu. Diperkirakan hanya
u bertahan selama dua tahun anggaran.
nvak sebenarnya catatan-catatan penting yang dapat
(i2lam mengamati RAPBD propinsi Riau 2001 dari
pendapatan. Walaupun banyak orang yang lebih

hawatirkan dari aspek pengeluarannya, mengingat

rjadinya KKN di daerah, dan DPRD akan “semau
nenyusun anggaran untuk dirinya, pertimbangan-

bangan logis dari aspek pendapatan ternyata tidak

-menariknya. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
zmula diperkirakan akan memberikan peluang bagi

untuk berkembang dan berwewenang menggali
r=sumber pendapatannya, bila tidak dicermati secara

»sional, arif, dan agresif hanyalah sebatas sebuah mimpi

#iau hanya akan seperti “menggantang asap” yang

<hirnya akan menimbulkan kerawanan sosial belaka.

129



‘.t depan, kunci keberhasilannya sangat tergantung

kepads kerjasama yang solid, keterbukaan, dan secara
sungeuh-sungguh mendahulukan kepentingan rakyat dalam
sctiaprkebijakan yang dilahirkan. Semoga ***



gt Jangan Lebih Ortodok dari
Irian”

| salah satu harian daerah, Edyanus Herman Halim,
[5d engan ‘garang” mengatakan bahwa APBD yang

1kan” pemerintah Jakarta terhadap Riau merupakan
1 pelecehan.

)5cn yang juga pengamat ekonomi Universitas Riau
‘mang tidak asal bicara. Ia secara gamblang menjelas-
rapa perhitungan sebenarnya yang mesti diterima
\palagi kini otonomi daerah sedang gencar-gencarnya
akan. Saat ini, Edyanus masih menjabat sebagai sek-
Bpdan Pengkajian Ekonomi dan Pembinaan Dunia
(BPE-PDU) Unri dan baru saja mengikuti Workshop
! Deesentraligation, di Jakarta. Untuk lebih lengkapnya

perbincangan kru surat kabar kampus Babana
.s»2 dengan pria kelahiran Pulau Aro, Taluk Kuantan,
an 1963 ini.
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4 mengatakan bahwa APBD Riau sebesar Rp. 821
at merupakan pelecehan pusat terhadap daerah.
\2apa begitu?
>aya berpikir bahwa dana yang dialokasikan untuk Riau,
rusnya jauh lebih besar dari pada itu, jika memang
«=benar mengacu pada UU No. 25 Tahun 1999.
\Iemang, pada dasarnya UU No. 22 dan No. 25 Tahun
' baru mengatur siapa yang bertanggung jawab kepada
- ]adi, belum secara rinci mengatur tentang substansi
lesentralisasi fiskal itu sendiri yang terkait dengan stan-
lan ukuran yang seharusnya diberikan pada daerah-
15
{12 adalah penghasil minyak terbesar. Kita tahu bahwa
!N akibat adanya tambahan Rp 2,4 triliun kalau asumsi
4 rata-rata minyak adalah 20 Dollar US. Dalam
12ka ini, hal itu digunakan untuk apa? Tak disebut-sebut
4tpun nama Riau.
»ava sangat prihatin terhadap para anggota DPRD kita
(211 Riau. Itukan dibicarakan di komisi VIII. Apa yang
ka kerjakan di sana? Tapi kemarin, ketika saya di Jakarta
langsung bicara dengan orang-orang terkait di
:rtemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri,
adian dari kalangan DPRD itu sendiri. Saya minta Riau
n hanya diberi segitu. Harus ada perlakuan khusus
i+lau. Kenapa Irian Jaya dan Aceh diberikan perlakuan
us, sementara Riau tidak?

‘uk perlakuan khusus apa yang Anda maksudkan?
<ita kan penghasil minyak terbesar, tapi SDM kita
1z2al jauh. Oleh sebab itu, kita perlu investasi yang
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besar. Ada dua bidang investasi yang harus kita
11 Pertama, samber daya manusia (SDM). Kedua, adalah
roktur.

ta berharap, dalam masa yang akan datang,
ng galan kita dalam bidang sumberdaya manusia dan
ang investasi ekonomi daerah itu, bisa kita kejar
i perlakuan-perlakuan khusus terhadap propinsi ini.
'] sebab itu, desentralisasi di bidang keuangan (fisca/
alization) betul-betul dapat digunakan untuk
mbuh kembangkan kreativitas masyarakat yang

va akan menghasilkan PAD-PAD baru.

mmana dengan respon pemerintah pusat?

tz berharap agar pemerintah pusat tidak lagi berpijak
ua alasan yang pada dasarnya masuk akal, tapi jangan
12 dijadikan alasan untuk berotonomisasi. Pertama,
a2 SDM. Mereka berpikir, jika desentralisasi kita
iporade sumber daya kita. Kedua, mereka beralasan
1enganggu stabilitas ekonomi makro, karena UU No.
1 25 Tahun 1999 memungkinkan daerah kabupaten
ukan kegiatan-kegiatan yang dapat menganggu sta-
ckonomi makro, misalnya pinjaman.

- dalam kedua UU itu, belum ada formula bagaimana
a Dati I meminjam dana ke luar negeri atau ke /oca/
s# Nah, mereka beralasan, hal-hal itulah yang
rukan aturan lebih lanjut. Sekarang PP-nya sudah
1 ke sekwilda, kabarnya sudah disosialisasikan dan
us ditaad.

\¢h sebab itu, kita di Riau harus memperkuat represen-
ri masyarakat Riau ini di pusat. Jangan representasi
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NI FUIOHER,

pueg

‘au-pulau, di mana pulau-pulau yang berpenghuni
352 dari 1.056 buah pulau. Kita perlu inzest di pulau-
in1 agar ia menghasilkan.
dangkan DAK bersumber dari dana reboisasi. Tentu
crianya, mengapa Jakarta dapat dana reboisasi?
gkan, mereka dinas kehutanan saja tidak ada. Begitu
yatam, tidak layak mendapat dana reboisasi. Sebab,
Doisasi itu diperuntukkan untuk daerah-daerah yang
o terkuras.
leh sebab itu, kita berharap agar dalam PP-nya nanti,
151 dan alat ukur, serta akuntabilitas dan sistem
17nz-nya harus jelas. Sehingga, jangan sampai
angan yang diberikan kepada DPRD dan Bupati
1zunakan. Sebab, sekarang ini antara bupati dengan
) sering terjadi pertentangan. DPRD berusaha
tizhkan bupati, dan bupati mendiamkan DPRD.

Hp. 821 miliar itu, seharusnya berapa yang
sleh untuk Riau?
' yang harus didudukkan persoalannya oleh masyarakat
saya sudah ke DPR, DPRD, Pemda. Namun, saya
,m.ndapatkan informasi yang jelas dari mereka
inya hasil dari Riau itu berapa. Dan mesti perlu
t, hasil itu £an setelah pajak. Jadi, 15 persen dari hasil
75 biaya produksi dan pajak. Jadi, kacau kalau kita
nengerti formulasi itu.
va sewaktu di Jakarta mengatakan, jangan 15 persen
pajak, tapi 15 persen dari produksi. Tapi, mereka tidak
Vzlaupun begitu, kita harus menguatkan itu, makanya
ctitasi kita di pusat harus lebih kuat. Dalam UU No.
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art 25'Tahun 1999, telah memperkuatkan hal itu. Jangan
a1 daerah-daerah kita tertinggal. Jadi, yang perlu kita
kan adalah konsolidasi, bukan perpecahan. Karena
sécahan justru akan melemahkan bargaining position kita.

Jkretnya berdasarkan perhitungan Anda, berapa
irusnya yang diperoleh Riau?

Seielah saya hitung, ada sekitar Rp. 3,6 triliun yang harus
peroleh. Setelah saya diskusikan dengan beberapa or-
mereka menganggap perhitungan itu memadai. Walau
nemang bukan perhitungan yang terinci.

iCarena itu, dengan menggunakan UU No. 25 Tahun
) itu, mari kita hitung sama-sama. Sebab, kalau kita lihat
m RAPBN penerimaan negara dari non-pajak sebesar
30,319 triliun. Sedang Migas Rp 28,6 triliun. Jadi, 15
¢n dari itu sudah berapa? Kanjauh dari Rp 821 miliar.

{Anda mengatakan jangan sampai representasi pu-
¢bih kuat di daerah. Secara implisit Anda mengung-
kan ketidaksetujuan Riau dimekarkan dengan
mbentuk provinsi baru, seperti Kepri misalnya.
rairnana jika dibandingkan dengan pemekaran
upaten di Riau sendiri?

i<alau pemekaran kabupaten bagus. Karena apa? Sebab,
#ami difokuskan di tingkat kabupaten. Minimal DAU
i kabupaten mendapat mendapat Rp. 2 miliar. Kalau
i5 kabupaten di Riau, jadikan sudah Rp. 30 miliar.
Tapi, yang paling penting bagaimana skenario pemban-
an setiap kabupaten itu dapat disusun, sehingga pemba-
ran wilayah betul-betul mengangkat kehidupan rakyat



»2t. Artinya dengan memanfaatkan SDA, teknologi
1 memperhitungkan daya tampung lingkungan.

itn?

la:tiga hal yang harus dipegang pemerintah kabu-
Pertama etika politik oleh pemain-pemain politik
n< tingkat ITitu. Mereka harus mengerti etika politik
\engarah kepada pemberdayaan ekonomi rakyat.
/2 desentralisasi dari tingkat kabupaten desa. Karena
0. 22 Tahun 1999 sangat memberikan penekanan
. pemberdayaan desa. Kemudian otonomi, artinya
1an jangan dipolitisir lagi. Berilah keleluasaan kepada
kat untuk memberikan evaluasi dan monitoring di
| jacsa.

t2mempunyai paradigma baru pembangunan dalam
(ronomi ini, yakni kemampuan apa yang dapat dimi-
' daerah. Artinya, kita harus dapat meningkatkan
s hidup dan kualitas lingkungan. Kalau tidak, nanti
12 saja dengan pola pembangunan Orde Baru yang
ukan kooptasi dan penetrasi birokrasi dengan
asi kapital.

mbangunan kita definisikan untuk memperoleh per-
. Kunci utamanya adalah motivasi dan kemampuan.
irap motivasi bupati dan DPRD di tingkat kabupaten,
mpotivasi untuk mengisi kocek sendiri. Sedangkan
néreka tidak mempunyai pengetahuan, mereka harus
rut staf ahli supaya tidak “arang habis besi binasa”.

g1 hal lain yang ingin Anda sampaikan?
1eapan saya adalah supaya dilakukan konsolidasi selu-
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tiasyarakat. Jika perlu membuat forum antar kabupaten.
wucian DPRD setiap Dati I membuat skenario pem-
wuhan yang didasarkan kepada pemberdayaan rakyat.
, jangan sampai kaget mendapatkan dana yang besar,
1gea akhirnya dana itu tidak termanfaatkan untuk
bangunan daerah, yang pada akhirnya tidak meng-cre-
nenciptakan) bidang-bidang yang mampu mendatang-
14511 bagi daerah. ***



Mengembalikan Lokomotif
Reformasi
1-Keberbasilan Tuntutan Bagi Hasil 10 Persen SDA Rian)

lasyarakat sangat terkejut ketika tersiar berita Kabinet
‘masi berhasil “menilep” uang negara sebesar Rp. 1,7
1 dalam waktu yang relatif pendek. Seolah-olah mereka
iangguk di air keruh” dengan label reformasi.
feayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin
- sejalan dengan tidak terselesaikannya berbagai kasus
uhan di Indonesia. Termasuk “plintat- plintutnya” soal
asi perbankan. Lebih mencengangkan lagi, privasi
ng presiden sudah dapat ditembus secara gamblang,
yrnya pembicaraan telepon Habibie-Ghalib
w3jykkan rapuhnya pemerintah Indonesia sekarang,

Uzrna reformasi memang telah berubah, karena
(221 kepentingan pribadi telah dikedepankan. Semua
¢ ingin menjadi reformis dan banyak yang
anfaatkannya untuk memuaskan kebutuhannya,
pung kesempatan berteriak terbuka lebar. Contoh yang
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menggelitik adalah ketika mahasiswa Riau berduyun-
ridatang ke kantor DPRD.

ebelum Soeharto turun, sumbangan Indomie datang
4n kardus tanpa nama. Setelah Soecharto dapat
oscrkan kardus Indomie yang datang sudah lengkap
a7t nama dan alamat pengirim. Sangat mudah ditebak
mahasiswa ketika itu, bahwa “begajul udik” yang
nglutan ingin dipandang sebagai kaum reformis sejati,
upun sebelumnya orang tahu ketika pemerintah
arto berkuasa ia adalah koruptor tulen.

[alang bagi gerakan mahasiswa Riau yang selanjutnya
4re untuk kepentingan pembelaan hak-hak masyarakat.
4 rerkontaminasi oleh proses suksesi gubernur yang
| ¢l Riau. Mahasiswa Riau terjerembab ke dalam
iminan politik para pendukung kontestan peserta
51, Pengalaman politik yang kurang mendalam dari
apa tokoh mahasiswa menyebabkan mereka mudah
15 oleh “angin segar” para pemain poltik.

[ahasiswa yang sedang terlena dengan keberhasilannya
ngserkan Soeharto menjadi terkotak-kotak, bahkan
adapan satu sama lain. Sebab, mereka berhasil
iltrasi oleh kepentingan politik suksesi. Bukti
retnya adalah hancurnya kantor SMPT-Unri.

Juara dari semua itu adalah melemahnya gerakan
w@ywa Riau pada hal-hal yang sangat prinsipil bagi
atingan daerah. Konsolidasi semakin sulit dilakukan,
12 saling curiga satu sama lain menjadi dominan. Pada
» clanjutnya mahasiswa kalah cepat dengan reformis-
‘mis dadakan. Ditunjang oleh masa libur kuliah,
-an mahasiswa semakin “melempem”. Perjuangan hak-



asyarakat Riau, khususnya tuntutan bagi hasil minyak,
dilakukan oleh sebagian kecil kelompok mahasiswa
siemang masih mau peduli. Pada bagian lain,
inpan diambil alih oleh kelompok reformasi yang
mizkan diri sebagai gabungan kekuatan masyarakat

idak tanggung-tanggung, usulan langsung disampaikan
silen dan DPR-RI. Janjipun diperoleh, masyarakat
[tan diberitahukan hasilnya dalam waktu yang relatif
\t. Namun, sampai batas waktu yang telah ditentukan
1 belum jua runtuh”. Isu pemberontakan pun ditebar.
-an mendatangkan 1000 ulama bersorban ke PT. CPI
1igkan.

1ipa mengurang rasa hormat pada gabungan pejuang-
12 reformasi tersebut, hasil tuntutan bagi hasil SDA
¢hesar 10 persen nampaknya “masih jauh panggang

e’

ninh “mengenyek”, akhirnya Bappenas mengeluarkan
'wf yang amat menyakitkan, yakni masyarakat Riau

pantas “disangoni” sebesar Rp. 600 miliar setiap
nya. Ini dibuktikan mereka dengan menaikkan jatah
menjadi Rp. 756,547 miliar pada tahun anggaran
2000. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan
n anggaran tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp.
\#yliar. Di masa depan, tuntutan 10 persen bagi hasil
itasi SDA untuk Riau nampaknya akan makin kabur.
o dengan akan diselenggaraknnya Pemilu, maka

rakat Riau kembali akan terkotak-kotak ke dalam

mereka masing-masing,
atau keanekaragaman tersebut manghasilkan kesatuan
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20an, maka akan sangat produktif bagi kepentingan
|5, tapi bila yang terjadi hanya perbedaan yang
«arah pada perpecahan gerakan, masyarakat Riau akan
«in melemah. Substansi tuntutan hanya akan menjadi
ditas politik untuk kepentingan mencari suara
arakat,
\gar perjuangan masyarakat Riau untuk memperoleh
cisen hasil produksi SDA yang dieksploitasi  di
1hinya tidak sekedar “menggantang angin”, maka pola
:an haruslah diubah. Gerakan yang hanya mirip
ipencapir ala Harmoko”, tidak mungkin akan berhasil.
jitus wakil-wakil ke Istana Presiden lebih mirip degan
‘Tutut membawa suku Asmat menghadap bapaknya
- memamerkan Koteka ke mancanegara”. Masyarakat
Haras menyadari sepenuhnya arti dan esensi gerakan
4iswa, jika tuntutannya ingin berhasil baik.
udah saatnya “lokomotif reformasi” dikembalikan ke
' mahasiswa. Para reformis dadakan dan para
Jton” yang selama ini merasa lebih reformis, harus
I+ peran menjadi pendamping atau bahkan minggir
sckali. Jika masih ingin terlibat yang terbaik adalah
1l rel dan bantalan bagi bergeraknya lokomotif
nasi mahasiswa.
‘pava mengkonsolidasikan mahasiswa untuk secara
miemperjuangkan kepentingan masyarakat Riau
ifukan tokoh panutan, bukan tokoh yang mengambil
cran mereka dengan “sambung rasa ala Socharto”.
wuan politik pemerintah daerah harus menjadi bahan
bagi gerakan lokomotif tersebut.
ceminal yang dituju oleh lokomatif reformasi ini,



et

repurFHUEDT

174 bukan presiden Habibie (yang keberadaannya di
HNegara saat ini seperti di ujung tanduk), tetapi
ahaan-perusahaan yang selama ini telah
“lsploitasi hasil bumi Riau. Termasuk secara intensif
ragat keberadaan Otorita Batam sebagai “lambang
han” masyarakat Riau.
ntuk itulah, kesadaran moral para mahasiswa harus
1k, ditumbuhkan dan dikonsolidir mengingat
uliannya sudah sangat mendesak. Banyak orang
ap mahasiswa tetap independen dan berjuang melalui
.creka sendir, tanpa harus terimbas oleh percaturan
rang terjadi selama ini.
j##ah Indonesia telah berkali-kali membuktikan bahwa
tmoral mahasiswalah yang mampu menumbangkan
<ckuasaan dan sfatus quo pemasungan masyarakat.
¢ Hiau, tentunya menunggu “geliat” mahasiswa dan
‘221 menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan riil

yarkat. Bukan terlena oleh “sumbangan biji kacang
{1k
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Inkonsistensi Kebijakan
Pemerintah

‘4radigma pembangunan di Indonesia, tampaknya

‘umbergerak dari pola lama menuju pola baru yang lebih
mprehensif dan menyentuh permasalahan hakiki yang
thadapi rakyat. Pada tataran strategis, mungkin nuansanya
‘ahnulai kelihatan. Namun, pada tingkat operasional,
nicrganjal oleh populer atau tidaknya kebijakan terse-

© dli mata rakyat. Kondisi ini, telah melahirkan mekanisme
«-ulur” kebijakan yang pada dasarnya, sangat meru-

pijakan pasar pemberdayaan rakyat secara makro.

Jibatalkannya kanaikan BBM dan Tarif Dasar Listrik
rufmkan bukti, bagaimana kebijakan yang tidak populer
mata masyarakat dapat dimentahkan secara politik.

{pun sasaran dalam jangka panjang sangat signifikan,

tapi dalam jangka pendek kebijakan tersebut membebani

arakat. Social cost akan membengkak, jika itu
iskan, Padahal, persoalannya bukanlah pada kebijakan



QUGG e

tapi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan
o ¢lampak sosial yang minim.
15151 lain, pemerintah juga menunda dinaikkannya gaji
41 negeri dan tunjangan “selangit” para pejabat.
1kan ini ternyata juga kurang populer, mengingat
st yvang dihadapi masyarakat sedang terpuruk.
serbesar pengeluaran rutin pemerintah untuk
glatkan kesejahteraan dan pegawai negeri dan pada
y4 akan menetes ke sektor lain, tampaknya bukan jalan
atutdi mata rakyat. Apalagi, idak ada jaminan bahwa
a1 negeri akan terbebas dari KKN.
micntara itu, kinerja pemerintah menggerakkan
19an ekonomi ternyata masih rendah. Pertumbuhan
! pada dasarnya masih didukung sepenuhnya oleh
“Lronsumer goods. Padahal untuk memenuhi permintaan
ut, pengorbanannya relatif besar. Termasuk
4snya devisa, karena sebagian kebutuhan tersebut
disediakan melalui impor. Sedangkan kinerja ekspor,
berjalan dengan baik, khususnya komoditas non-
Beberapa komoditas ekspor non-migas Indonesia,
mengalami penurunan harga di pasar internasional
1 CPO, kopi, dan kayu/plywood.
vestasi asing sebagai motor penggerak lain,
nbuhan ekonomi masih pada taraf penjajakan. Boleh
tan belum ada yang benar-benar merealisasinya,
nizat belum adanya kepastian berusaha yang kondusif
anesia. Risk Country Indonesia masih sangat tinggi.
kan “plintat-plintut” yang dimainkan pemerintah
g, membuat invetor asing untuk sementara
irungkan niatnya berinvestasi di Indonesia. IMF saja
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: sudah komit memberikan pinjaman sebagaimana Ler-
' Intent yang disepakati harus menangguhkan 400 juta
/S pencairan dananya.

13 lapangan, tarik ulur kebijakan tersebut, ternyata tidak
‘aimpak membalik bagi masyarakat sebagaimana yang
rkirakan. Harga-harga barang sudah bergerak naik.
%ipun pemerintah telah menunda kenaikan BBM dan
, harga tidak kembali turun. Harga barang makanan
v meningkat secara tajam, karena didorong oleh para
ulan yang menahan barang untuk mendapat keuntungan
ipat ganda. Termasuk bahan bangunan, barang
‘tonik, dan kendaraan bermotor menunjukkan gejala
- scrupa. Tarif angkutan pun, sudah mulai diusulkan
kmeningkat.

‘.zlangkaan barang di pasar, seperti apa yang terjadi pada
% ranah, bakal diikuti oleh jenis barang lainnya. Keadaan
‘makin memperbesar biaya sosial yang harus dikorbankan
rnasyarakat. Artinya, pemerintah saat ini dihadapkan pada
a2n “maju kena mundur kena”. Penundaan berbagai
akan tersebut tetap berdampak negatif pada masyarakat,
ama pada strategi makro pembangunan Indonesia dalam
2 panjang. Sedangkan bila kebijakan itu diteruskan,
-rintah tidak mau menanggung resiko dari memburuknya
si sosial di masyarakat.

732'am masyarakat yang belum memiliki kesadaran
epara yang tinggi dengan tingkat pendidikan yang
hagian besar rendah, memang sulit untuk menjelaskan
g1 kebijakan pembangunan. Untung rugi setiap
akan tidak diukur masyarakat secara valid. Apalagi bagi
2t Indonesia, krisis kepercayaan yang tinggi pada



antah, kecurigaan akan lebih dominan ketimbang,
-alasan rasional.
1hsidi BBM yang mencapai Rp. 22,46 triliun pada
177 hanya dinikmati oleh kelas menengah ke atas.
ak positif pengolahan dana subsisdi BBM ke sektor
29z lebih produktif sebenarnya jauh lebih tinggi
bang dampak negatifnya dalam jangka pendek
ut; Belum lagi ulah para pemain politik dan ekonomi.
olitikus maupun para pemburu rente memanfaatkan
12 tersebut menjadi semakin keruh.
«cla akhirnya, rakyat malah makin tidak diuntungkan
o tlicabutnya kembali kebijakan kenaitkan BBM dan
[¥2ya beli mereka tetap tidak meningkat, karena inflasi
¢naikan harga barang-barang tetap saja terjadi. Bagi
intah situasi demikian kurang diperhatikan dan
ulasi secara matang. Setiap kebijakan yang akan
ian sebenarnya dapat diukur optimalitasnya terhadap
Hzian tujuan secara komprehensif, sebelum kebijakan
ut dilaksanakan. I
(ia fase pelaksanaan, harus pula dapat diantisipasi
cengnya proses dari apa yang digariskan sebelumnya.
< itu, kesiapan kelembagaan menjadi penting,
snya personil lapis bawah yang merupakan garda
an dalam pelayanan masyarakat. Kunci penting dalam
#y adalah transpransi, sehingga tingkat pemahaman
rakat makin tinggi. Transparansi di sini tidak hanya
ahap perencanaan, tetapi pelaksanaan dan sampai
rOses pengawasannya.
veri/affed and understaffed management dalam lingkungan
25 pemerintah memang membutuhkan penataan
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cuktur dan konsekuen. Ini diperlukan untuk menjamin
- terkendalanya sebuah kebijakan positif pada tingkat
asional. Dewasa ini, eksistensi birokrasi sebagai pelayan
arakat harus betul-betul dapat diukur dan sesuai
;21 harapan masyarakat. Untuk itu, kedekatan dengan
ratakat menjadi mutlak dan falenta penguasa yang selama
ikcdepankan harus dikikis sama sekali.

Iiclak mudah memang bagi birokrasi pemerintah untuk
«uikan reformasi ke dalam tubuh institusinya. Sementara
' jugza harus meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan
. ditempuhnya merupakan pilihan yang terbaik.
¢rintah harus dapat mengukur tingkat kepuasan
rarakat sebagai pengguna. Jangkauan pelayanan harus
) diperluas dan publikasinya harus kontinyu dan trans-
1. Ini membutuhkan pembentukan user group dari setiap
vanan yang disediakan pemerintah dan semua
herdaya dialokasikan secara optimal.

_runa meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam
k- pelayanan masyarakat, diperlukan adanya laporan
' ¥ang memang dapat dipercaya dan berkesesuaian
;an kenyataan. Semuanya harus dikomunikasikan pada
arakat sambil memberikan keleluasaan kepada institusi
penden untuk melakukan penilaian secara terbuka. Di
ping itu, keterkaitan antara beban yang harus
ipakan pada rakyat dengan pelayanan yang akan
rikan pada mereka harus jelas dan dapat dibuktikan
ra nyata. Birokrasi yang kurang responsif dan masih
iposisikan diri sebagai patron dan masyarakat hanya
cal chent tidak akan mampu mengubah keadaan bangsa
niuk keluar dari keterpurukannya ***
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